PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG

BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA

Menimbang :

Mengingat

SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka
perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun
2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Untuk Setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang

Tahun Anggaran 2021,

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kal
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864),

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);
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Menetapkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten
Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 718).

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN

BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2020 Nomor 48) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi :

Pasal 6

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dibagi kepada
desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa,
pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa dan capaian
hasil (outcome) pembangunan Desa.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal
(6A) dan Pasal (6B), sehingga Pasal 6A dan Pasal 6B berbunyi sebagai

berikut;:
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Pasal 6A

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut :

a. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen),

b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);

c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima

persen); dan |
d. Capaian hasil (outcome) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh
lima persen).
Pasal 6B

(1)

(2)

(3)

(4)

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A huruf
a, dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes
dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap

bidang APBDes.

Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A huruf b,
dinilai dari presentase Kkesesuaian bidang pembangunan dan
pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan

persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.

Capaian keluaran (outpuf) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6A huruf c, dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan
persentase capaian output Dana Desa.

Capaian hasil (outcome) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6A huruf d, dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan
status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk

miskin.

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal

(7A), sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Penghitungan Alokasi Formula Rincian Dana setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai

berikut:
AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)} * AF Kab

Keterangan

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa Daerah kabupaten/kota

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total
penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/kota

Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah
Desa Daerah kabupaten/kota

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah
Kabupaten/Kota

AF = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota

Kab/Kota

4. Pasal 9 dan Pasal 10 dicabut.

S.

Pasal 9 A berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 9 A

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

a.tahap | sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa, dengan rincian :
1.40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan
kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b.tahap 1l sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa, dengan rincian:
1.40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam
sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai
dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan
keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk

bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap Il sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
setiap Desa, dengan rincian:
1.20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas
sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk
bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan

kedua belas.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan
setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran
kepada Bupati dengan ketentuan:

a.tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;

b.tahap II berupa:

1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya,

2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahap | menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

3) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai

penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
dan

4) Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa
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Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di
RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c. tahap III berupa :

1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tahap I menunjukkan rata-rata realisasi

penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen)
dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap Il
yvang telah disalurkan; dan

2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya.

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan
ketentuan:

a. tahap | sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa , dengan rincian:
1) 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan

2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampal

dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan
kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk

bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa, dengan rincian:

1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan
Maret; dan

2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk
bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan
berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan
kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan
kedua belas.

(6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran
kepada Bupati dengan ketentuan :
a.tahap | berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;

b.tahap Il berupa :

1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya;

2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahap I menunjukkan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima
puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap
| yang telah disalurkan;

3) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya,

4) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai
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penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;

dan

5) Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di

RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

(7) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020
selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud ayat (4) huruf b dan ayat (6) huruf b, penyaluran tahap Il
Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa
Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga
penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak

tersedia cukup anggaran per bulannya.

(8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka
2 dan huruf c angka 1 serta ayat (6) huruf b angka 1 dan angka 2
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari
seluruh kegiatan.

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian Kkeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dan huruf c
angka 1 serta ayat (6) huruf b angka 1 dan angka 2 dilakukan sesuai
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian
keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat
memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada Peraturan
yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

6. Pasal 11 dicabut.
7. Pasal 11 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi

dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring
pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil
dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi

Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya
pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan

perbaikan fasilitas kesehatan.

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa

BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

(6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bengkayang.
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Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 76 gul(
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;."f BUPATI BENGKAYANG,
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E N SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2o Huli 2021
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